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PERATURAN DAERAH PROPINS! SULAWESI SELATAN
NOMOR : 2 TAHUN 2002

TENTANG

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Menimbang . bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat | Sutawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat |
Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2102) jo Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomeor 2 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat 1 Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat | Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 fentang
Pembentukan Daerah Tingkat | Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat | Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687} ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1894 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;




Memperhatikan

(]

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

4. Undang-Undang Nomor 2% Tahun 1897 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;

9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839} ;

6. Peraturan Pemerintah Nomer 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4138) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2001 Nomor 119)

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

10. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 37 Tahun 2001 tenfang Anggaran Pendapatan dan B'elanja Daerah Tahun Anggaran 2001 ; :

11. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah Tahun Anggaran
2001 ;

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-conioh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah :

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuniutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;



Menetapkan

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 803-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuvangan Daerah serta
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1899 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dagrah ;
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWES] SELATAN
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001
Pasal 1

Jumiah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 sejumiah Rp. 622.544.142.183,49
Terdisi atas :

a. PENDAPATAN
- Pendapatan Rp. 622.544.142.183,49

b. BELANJA :
1. Rutin Rp. 326.442.965.086,23
2. Pembangunan Rp. 183.667.781.838,46 +

Rp. 510.110.746.924,69
c. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah Rp. 112.433.395.258,80




Pasal 2

(1). Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menurut C-I/A sebagaimana

tercantum dalam Lampiran | Peraturan Daerah ini.

. Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

menurut C.ll sebagaimana tercantum datam Lampiran || Peraturan Daerah ini.

. Rincian dari Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Lampiran Peraturan Dagrah (C-1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Wi Peraturan Daeran ini ;

b. Perhitungan Pendapatan {C/1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran {V Peraturan Daerah ini ;

¢. Ringkasan Perhitungan Pendapatan {C/1} sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini

d. Perhitungan Belanja Rutin (C/1/R) sebagaimana tercantum datam Lampiran VI Peraturan Daerah ini ;

¢. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin {C/1/R} sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIl Peraturan Daerah ini ;

f.  Perhitungan Belanja Pembangunan (C/1/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vili Peraturan Daerah ini ;

g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (C/1/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini ;

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.




Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Daerah.

Disahkan di Makassar
padatanggal, 20 Juni 2002

GUBERNUR SULAWESH SELATAN

\ }. A
H\.%B. PALAGUNA

Diundangkan di Makassar

padatfanggal, 21 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINS!
LAWESI SELATAN

e

H.A. TJO ENG-—MA LOMBASANG

(LEMBARAN DAERAH PROPINS| SULAWES! SELATAN TAHUN 2002 NOMOR 23 )



